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Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum 

Oleh: Soerjono Soekanlo. 

"Kesadaran Hukum dan Kepatuhan 
HukJ4m" adala11 ikillisar dari Tesis 
ya'lg diperlailankan Sverjono Soe­
kanla didepan Sellat Guru Besar 
Ul1iversita! Indo nesia. 
Da/am upacara promo;; 12 OkfOber 
1977 Promovendus berhasil memper­
tahonkon tesisnya tersebut dan de­
ngan demikial1 mempc:roieh gelar 
Dokter dolam Ilmu /iukum . Ba­
(indak sebagoi promotor Prof Dr. 
Mr. R.S. Prajudi d ,," . Prof Dr. Selo 
Soemardjan. 

Pembangunan di Indonesia pad a dewasa ini diusahakan mencakup 
_ aspek mate'rill dan spirituil kehidupan masyarakat, yang berarti bahwa 
pembangunan meliputi bidang-bidang karya, cipta dan rasa . Dengan demi­
kian maka pembangu!l:an juga mencakup dan berkaitan langsung dengan 'Oi­
dang hukum yan~ merupakan salah satu saran a untuk menjaga keserasian 
dan keutuhan masyarakat serta pembaharuan masyarakat. Ketertiban dan 
integrasi melalui hukum adalah suatu unsur yang esensiil bagi setiap bent uk 
kehiciupan politik yang terorganisir oleh karen a negara merupakan suatu 
lem baga yang salah satu fungsi utamanya adalah memenuhi cita-cita terse­
but. Dibidang filsafat hukum hal itu terutama berarti suatu cita-cita untuk 
mencapai keserasian yang lebih mantap antara nilai-nilai ketertiban dengan 
ketentraman, pemLaharuan dengan kelanggengan, dan kebendlan dengan 
keakhlakan. 

Salah salu fungsi hukum yang ' diharapkan didalam pembangunan di 
Lldonesia adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembangunan 
bidang hukum. anlara lain. diiakukan dengan jalan peningkalan dan pe­
nyempumaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan 
pembaharuan. kodifilcasi serta unifilcasi hukum dibidang-bidang tertenlu 
denga!l jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat. Didalam 
kaitannya dengan usaha-usaha tersebut diatas mungkin timbul 2 masalah po­
kok. yailu : 

A. Bagaimanakah rnenyusun perundang-undangan yang sesuai dengan 
kesadaran hukum masyarakat ? 

B. '3agaimana menYU5iln perundang-und:!ngan yang dapat membentuk 
kesadaran hukum yang sesuai dengan pembangunan ? 

Masalah- masalah pokok tersebul dialas berkaitan eral dengan bidang­
bidang kehidupan yang dati sudut pemenuhan kebutuhan pok~k manusia, 
cenderung untuk dibedakan antara bidang-bidan~ yang spirituil dengan 
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non-sp ' --:t 1) iJ Pada bidang spiritull kesadaran hukum cenderung untuk lebih 
berpenlO \.! ~.~dangkan pacta bidang non-spirituil atau netu! terdapat ke­
cend eIT ~ ~ yang kuat bahwa kesadara.'\ hukum tersebut harw dibentuk 
oleh v ;: ' 'San hukum. Sehubungan dengan adanya kecenderungan yang kuat 
tad . ' \ .. ,.:1 tampaknya masalah-masalah yang bersifat' non-spirituil akan 
leb " lludd l untuk ditangani terlebih dahulu, oteh karena kaitannya yang 
lanp' .ng de ngan sistim nilai-nilai yang bersifat uruversil, apabila dibanding: 
kan ~ng2n bid ang spirituil yang diadasarkan pda nilai-nilai pribadi. 

Walaupun rnasalah ~masalah yang bersifat non-spmtuil akan lebih mu­
Jar unt~k ditangani ter1ebih dahu1u, akan tetapi masa1ah tadi tctap bcrkait· 
an rat dengan sistim nilai-nilai. Jalarn hal ini kesadaran hukum. Oreh lea­
(;;.f itu, maka salah S'ltu cara untuk m~mpennudah pembahlfuan hllkum, 
Hi l h dengan te.rlebih dahulu mengajakan peneliti ,m terhadap kesadaran 
hu.k:.u m masyarakat, dalam hal ini yang ada khususnya menyangkut nilai­
nilai yang uni .... ersil. 

Hi~v,csa·hir o tcsa tcrsebut diatas didasarkan pacta suatu asumsi dasar, bahwa 
'L~ kin tinggi kesadaran hukum semakin tinggi pula derajat kepatuhan hu­

lUll, 

Didalam peneLitian terhadap kesadaran huku~, masalah tersebut 
d( ~ k an dengan keb utuhan hukum terutama mengenai peraturan lalu lintas 

,itTI :3 I1gkuta n jalan raya. Contoh tersebut 1ipilih oleh karena peraturan lalu 
i n~:t ~; dan angkutan jalan ray a merupakan salah satu sub-sistim tata hukum 

yang mengatur masalah-masalah n'Jn-spirituil. !..agi pula masalah lalu 
iintas semakin luaS daya cakupnya dalam kehidupan sehari-hari terutarna di 
~') t i>. besar seperti Jakarta, antara lain, karena semakin meningkatnya peran· 
~;I ;'-:"I munikasi yang seeara relatif akan dapat menetralisir rnasalah -masalah 
l ang disebabkan karena seorang warga masyarakat seeara sukarela maupun 
:;ecara terpaksa senantiasa m~nghadapi persoalan i.alu Untas yap.g semakin 
lam2- semakin intensif, sehingga cenderung untuk menimbclkan ffiiisalah-ma· 
-;a1ah socio yuridis, oleh karena disatu fihak menyangkut pola-pola interaksi 
-:::)s ial dan di lain fihak berkaitan dengan pengaturan interaksi so sial tersebut . 
-;an didalam perabran lalu lintas dan angkutan jalan ray a akan tampak dua 

. u tub dari struktur yuridis kehidupan bersama yaitu ketertiban dan kebe· 
uJsan, sebab mempergunakan jalan raya menyangkut kebebasan pengguna· 
' nnya yang dibatasi oleh kebebasan fihak-fihak lain yang juga memperguna­
i.:annya. 

Oleh karena kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dibiearakan 
<i dalam ker?l1gi<a pembangunan yang merupakan proses perubahan teren' 
:- '1'- i an terarah, maka peraturan !alu lintas dan angkutan jalan raya dibahas 

i\~,~un kerane-1ca fungsi- hukum d~;;- proses perubahan -sosial . Se-bab, dida· 
'. 1 'Iasy -·.r.akat mday a dan pra modem/modem hampir selalu timbul kecen· 

,-,-<- ru r gan, ~~1 !1\'.'3 pola pola p·erikelakuan yang nyata bert>eda dengan 1'ola' 
t"' ! ;:- peri}'~lakuan yang dikehendaki oleh hukum, anta ra lain, karena 
[; -·, ngkat :~, l'a komp leksitas dan derajat diferensiasi. Perbedaan tadi juga 
ti!TI'- . ~ oteh kal ~na biasanya hukum dibentuk dan disahkan oleh bagian ked! 
d ... : • .'!r:~k1t y ang pada suatu waktu memegang kekuasaan serta mempu-

• 
• 



nyai wewenang. Dalam hal ini hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengen­
daHan sosial dan sebagai saeana untuk memperlancar proses interaksi sosial, 
serta sebagai sarana untuk mengadakan pembaharuan. 

Sebagai .:;arana untuk mengadakan pembaharuan maka perlu dibahas 
mengenai bidang·bidang kehidupan yang ingin dirubah dengan hukum se­
bagai sarananya. Efektivitas hukum untuk merubah bidang-bidang kehidup­
an yang bersifat pribadi sa ngatlah teebatas oleh karena menyangkut nilai­
nilai (>ribadi. Bidang·bidang tersebut terutarna menyangkut hal-hal yang 
secaea langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat, yaitu azas­
azas yang merupakan dasar daripada integrasi masyarakat yang lebih me­
merlukan ketenteeaman, maka merupakan sarana untuk mempertahankan 
stabilitf'l.s. Hukum dengan lebih laluasa dapat dipergunakan sebagai sarana 
untlO.k mengadakan pp.rubahan sel'anjang hal i.tu menyangkut bidang-bidang 
kehidupan netra! yang let.ih m~merlukan ketertiban. Peraturan-peraturan la­
lu lintas dan angkutan jala!'!. ray a dapat dimasukkan kedalam bidang tee­
akhir tersebut oleh karena berfungsi untuk memenuhi salah satu kepen­
tingan lahiriyah man usia. 

Dengan demiJdan maka periu diadakan suatu penelitian meng~nai 
kesadaran hukum dan kepatuhan huku,m dengan mengam bil contoh respon­
den mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, didalam hubungan­
nya dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya, Tujuan dari peneU­
tian adalah untuk memperoleh data tentang pengetahuan perihal peraturan 
lalu lintas serta pengaruhnya pada derajat kepatuhan terhadap peraturan 
terse but. Di:;amping itu tujuannya juga. untuk mendapatkan keterangan pe­
rihal isi peraturan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum. Akhirnya 
periu dianalisa data tentang pengaruh sikap dan perkelakuan terhadap ke­
patuhan hukurn khususnya di bidang lalu lint as dan angkutan jalan rayz. Da­
lam hal ini yang disoroti adalah ketentuan-ketentuan ten tang komponen­
komponen pokok pecaturan lalu lintas, tentang pemakai jaian, tentang 
orang-oea:-'.g yang berjalan kaki. tentang kendaraan umum dan pengemudi 
kendaraan bermotor. 

Sebagai pedom:n pengarah untuk mendapatkan data tentang ke­
sadaran hukum dan kepatuhan diajukan beberapa hipotesa yang harus 
diuji, sebagai berikut : . 

I. Semakin luas pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan 
jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan 
tersebut. 

2. Sernakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan 
angkutan jalan caya, semakin tinggi derajat kepatuhan 
terhadap peraturan terscbut. 

3. Sikap yang positif terhadap peraturan lalu tintas dan angkutan jalan ra­
ya , rnenyebabkan kepatuhan yang Enggi terhadap peraturan tersebut. 

4. Perikelakuan yang sesu~ dtilgan apa yang diharapkan oleh pemben~t.:.k 
peraturan lalu !intas dan angkutan jalan raya, menyebabkan rasa patuh 
yang tinggi terh adap peraturan yang bersangkutan. 
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Agar supaya diperoleh data yang mantap mengenai pengetahuan ten· 
tang peraturan, maka terlebih dahulu diteliti pengaruh dari perbedaan ke· 
lamin, perbedaan usia, perbedaan tingleat studi dan lamanya linggal di Ja­
karta terhadap pengetahuan tersebut. Hal itu perlu dilakukan oleh karena 
pengetahuan tentang peraturan mcrupakan salah satu indikator minimal 
akan adanya kesadaran hukum. Perbedaan taraf pengetahuan ten tang pera­
turan yang disebabkan karena perbedaan kelamin tidak terbukti, oleh kare­
na ~ama juga diperoleh apabila faktor perbedaan usia dan lamanya tmgeal 
di Jakarta dipakai sebagai titik toIak; rupanya dalam hal iill fa~tor penrlidik­
an yang sarna menetralisir perbedaan yang mungkin terjadi Y..arena faktor 
umur maupun jangka waktu tingga) di kota Jakarta. Mengenai perbedaan 
tingleat studi pada Fakultas Hukum juga tidak tar.1pak adanya pengaruh 
yang berarti terhadap pengetahuan tentang peraturan. Oleh karena tidak 
masuk ruang lingkup studi ini, tidak diketahui apakah ada perbedaan an· 
tara pengetahuan para mahasiswa hukum dengan pengetahuan goiongan­
goiongan masyarakat lainnya, walaupun asumsinya adalah bahwa tingkat 
pendidikan mcmang berpengaruh hal mana diperkuat dengan data yang (ij­

peroleh dari kalangan yang langsung menangani masalah-masalah latu lintas 
dan angkutan jalan raya. Selanjutnya pengetahuan tentant peraturan lalu 
lintas dan angkutan jatan raya memang merupakan salah satu petunjuk akan 
adanya kesadaran hukum yang minimal, oteh karen a mendukung asumsi 
bahwa warga masyarakat dianggap mengetahui undang-undang (sehingga, 
"Ignorantia legis excusat neminem "). Akan tetapi warga masyarakat yang 
hanya mempunyai pengetahuan tentang peraturan sebagai kesadaran hu­
kumnya, belum tentu mematuhi peraturan tersebut oleh karena pengetahu­
an belaka tentang peraturan tidak disertai dengan suatu pengertian tentang 
fungsi dan manfaat peraturan tersebut padahal faktC'r-faktor tadi merupakan 
bagian dari dasar kepatuhan. Dengan demikian hipotesa pertama tidak ter­
bukti dan tidak dapat dijadikan suatu genera.lisasi~ hipotesa pertama.tersebut 
setelah diu.ii di lapangan berubah mer.jadi : 

"Taraf pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angkutan 
jalan raya tidak mempengaruhi taraf kepatuhan terhadap peraturan 
tersebut." 

Apabila ditinjau lebih lanjut perihai pengaruh perbedaan jenis kela­
min terhadap pengetahuan mengenai isi peraturan, sikap hukum dan pola 
perikelakuan, maka pada umumnya pengaruh tersebut tidak ada. Sebaliknya 
pengaruh usta tampaknya ada, oleh · karena responden-responden yang 
Iebm muda cenderung untuk rnengetahui isi peraturan lalu lintas dan ang­
kutan jalan raya at as dasar proses i1oitasi; proses identifikasi semakin berpe· 
ran dengan meningkatnya usia. Demikian pula faktor tingkat studi maupun 
jangka waktu tinggal di Jakarta , mempengaruhi pengetahuan tentang isi pe­
raturan dalam arti semakin meningkat tingkat studi dan semakin lama ting­
gal di Jakarta , semakin meJl.ingkat pula pengetahuan tentang isi peraturau 
terse but, sikap hukumnya juga semakin p03itif dan fundamentil. demikian 
pula pola perikelakuannya semakin sesuai dengan keingll:an pembentuk 
peraturan. Dengan demikian maka hipotesa-hipotesa kedua, ketiga dan ke­
empat telah teruji kebenarannya sehingga dapat dirumuskan sebagai genera­
fisasi. 



, 

466 

Walaupun studi ini hanya dilakukan terhadap peraturan lalu lintas 
dan angleutan jalan raya, akan tetapi peraturan tersebut dapat dijadikan con­
toh dari pengaturan bidang kehldupan netral, oleh Iearena peraturan tersebut 
menyangleut kehldupan sehari-hari warga masyarakat dan juga kepentingan­
kepentingan sehari-harinya. Warga masyarakat senantiasa akan berurusan 
dengan pe-rahuan- 13J.u lfu.fas dan anglrutan jaIan raya, baik secara sadar 
maupun sec,,"a tidak sadar_ Responden mahasiswa hukum dapat dijadik~n 
ukuran untuk menilai kesadarar.. hukum dan ke9atuhan hukum war~a-warga 
masyarakat lainnya. Bahkan ger.eraJio;asi tersebut darat "diperluas. sehingga 
didalam batas-batas tertentu mencakup kalangan peegemudi I.;endaraan 
bermotor umUffi. Hal ini didasarkan pada data kwantitatif dan data kwalita­
tif yang diperoleh dari kalangan yang seeara langsung berhubungan dengan 
lalu lintas dan angkutan jalan raya, seperti polisi 1alu lintas, Dinas Lalu Lin­
tas dan Angleutan J ala Raya serta Pengusaha taksL Kalangan tersebut 
menyatakan adanya kecenderungan umum, bahwa kesadaran hukum para 
pengemudi kendaraan bermotor umuIT. tidak ment;run, oleh hrena mereh 
menyatakan adanya kecenderungan umum, bahwa kesadaran hukum para 
pengemudi kendaraan bennotor ur.lUm tidak menurun, oleh karen a mereka 
telah dididik dan dibina secara intensif dan ekstensiL Sebab-sebab leIjadi­
nya kepatuhan hukum yang relatif rendah di kalangan pengemudi kendaraan 
bennotor umum adalah, disatu fihak, karena terlalu kakunya kewajiban-ke­
wajiban ekonomis-materiil yang dibebankan kepada para pengemudi, de­
ngan adanya ke1)utuh~:1 mengenai setoran minimal ·yang hanya didasarkan 
pada prinsip ekonomis belaka. Dilain fihak hal i!u juga disebabkim, oleh 
karena sistim penindakan terhadap pelanggaran Wu lintas yang kurang se­
rasi. Apabila faktor-faktor tersebut dapat dinetralisir dan diatasi, maka akan 
ada kecenderungan yang leuat, bahwa pembinaan dan pendidikan yang di­
beman kepada para pengemudi, secara langsung mempunyai pengaruh 
yang positif terhadap derajat kepatuhan hukum pada peraturan lalu linlas 
dan angleutan jalan raya_ Disamping itu juga tidak boleh dilupakan perihal 
faktor pemberian teladan (untuk mematuhi peraturan-peraturan laiu lintas 
dan angleu an jalan raya) dari penegak-penegak hukum itu sendiri_ Dengan 
demikian dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa taraf kesadaran hu_kum mem­
pengaruhi laraf kepatuhan hukum di bidang kehldupan ·non-spirituil halma­
na didukung oleh generasi-generasi sebagai berikut : 

A. Taraf pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan angleulan jalan 
raya tidak mempengaruhi taraf kepatuhan terhadap peraturan ter­
sebui:. 

E_ . Semakin banyak pengetahuan tentang isi peraturan lalu lintas dan ang-
kulan jalan raya, semakin tinggi derajat kepatuhan terhadap peraturan 
tersebut. 

C_ Sikap yang positif terhadap peraturan· lalu lintas dan anglentan jalan 
raya, menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan terse­
but. 
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D. Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk 
peraturan lalu lintas dan angkutan jaIan raya, menyebabkan rasa pa­
tuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan. 

Data sosiologis yang menghasilkan generalisasi·generalisasi .tersebut 
diatas, dapat dijadikan kriteria yang dipergunakan sebagai patokan untuk 
menilai efektivitas peraturan-peraturan laiu lintas dan angkutan jalan nya, 
pada golongan-golongan masyarakat tertentu dim ana faktor kepatuhan da­
pat dijadikan menegaskan dengan pembuktian, bahwa suatu peraturan akan 
eJektif, .pabila tidak ada dukungan sosial. Bahkan seorang sarjona hukum 
terkemuka dari aliran positivisme analiti! yaitH G. Ielline!c mengatakan. 
bahwa hukum akan efektif apabila wewe~ang untuk l'!1enterarkannya men­
dapat dukungan sasiai dan psikhologis. Dati data sosiologis tentang kesa­
daran hukum dan kepatuhan hukum di bidang lalu lilltas dan angkutan jalan 
raya,- dapat pula diabstraksikan azas-azas hukumnya oleh karena azas-azas 
hukum lhpat diabstr:J.ksikan dari bahan hukum yang rill, yaitu manusia, ke­
budayaan dan lingkungan alam. Perumusan kaedah-kaedah hukum atas 
dasar data sosiologis merupakan aspek lain dan manfaat data sosioiogis, hal­
mana dilakukan dengan mengadakan suatu proyeksi ten tang harapan-ha­
rapm masyarakat mengenai pola perikelakuan tertentu di masa-rnasa men- . 
datang, atas dasar kenyataan yang dihadapi. Hal-hal tersebut merupakan 
faktor-faktor yang sangat membantu tugas-tugas para perancang dan pem­
bentuk hukum Bagi para penegak hukum dan kalangan hukum yang fung­
sinya memberikan jasa-jasa, data sosio!ogis mengenz..i kesadaran hukum dan 
kepatuhan hukum akan bermanfaat untuk memilih dan menetapkan sistim 
mekailisme yang tepat untuk menunjang proses hukum dan menterapkan 
sis tim pengadilan ,;osial yang proposionil dengan nilai-nilai para pencari 
("justifiabelen"). Hal ini terutama disebabkan, oleh karena pada masa tran­
sisi yang ditandai. antara lain, ol~h karena berpudanlya sistim nilai-nibi dan 
sistim nonna-norma belum tentu dfirnbangi seeara serasi dengan pem­
bentukan sistim nilai-nilai dan sistim norma-norma baru. Seeara yuridis-for­
milpun peraturan lalu lintas dan angkutan jalan raya tidak sinkhron baik da­
ri sudut sistematika maupun hierarkhi tata peraturan. Misalnya, Peraturan 
Pemerintah nomor 28 tahun 1951 yang merupakan peraturan pelaksanaan 
dari Undang-undang nemor 7 tahun 1951, masih tetap berlaku. Padahal, 
Undang-undang nomor 7 tahun 1951 telah dieabut eleh Undang-undang 
nomor 3 tahun 1965, dan, Peraturan Pemerintah nomer 28 tahun 1951 
menjadi peraturan pelaksanaan dari Un dang-un dang nomor 3 tahun 1965. 
Selain daripada itu, banyak peraturan lalu lintas dan angkutan jalan 
raya yang khususnya berlaku di Dltt Jakarta yang dan. sudut· substansinya 
bertentangan dengan Peraturan PeGlerintah nomor 28 tahun 1951, misalnya 
perihal kecepatan maksimal kendaraart bermotor didalam kota. Kepineangan 
kepineangan seperti itu lnemerlukan perbaikan; tidak saja atas dasar patokan 
yilridis Cormil, aka" tetapi juga atas dasar patokan yuridis e-mpiris. Didalam 
kondisi dan situasi demikian, maka timbul kecenderungan dan kebutuhan 
yang kuat untuk memanfaatkan data sosiologis, setidak-tidaknya apabila di­
perlukan data mengenai segi ketaatan terhadap hukum dari warga-warga 
masyarakat. 
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DaW-dalil 

Dari isi disertasi maupun hal-hal diluamya yang secara langsung mau~ 
pun tidak langsung berkaitan dengan disertasi. dapatlah disusun dahl-dahl 
sebagai berikut : 

A. Sebagai sarana pengatuf kehidupan masyarakat, hukum dapat · ber~ 
fungsi sebagai sarana pengenrlalian sosial, saran a untuk memperlancar 
proses interaksi sosial dan saran a pembaharu, oleh karena hukum 
mengatur bagian-bagian tertentu dari bidang-bidang kehidupan sosial. 
ekonomi d,n politik. 

B I. Titik tolak daripada fungsi huk"m adalah dalam funl>'inya 
sebagai sar::ma untuk memperiancar proses interkasi sosial, oleh 
karena tujuan hukLOm adalah uilluk menciptakan keserasian an­
tara ketertiban dengan ketenteraman dalam pergaulan hid up. 

2. Apabila aspt:k pribadi dati proses interaksi sosial yang meme,du­
kan pengaturan dengan hukum, maka hukum lebih banyak ber­
fungsi sebagai saran a pengendalian sosial, oleh karen a dalam hal 
ini pengaturan oleh hukum cenderung didasarkan pada kesadar­
an hukum masyarakat yang berpokok pangkal pada nilai-nilai 
agama, nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai 
hukum. 

3. Jikalau aspek netra! atau universil dari proses interaksi sosial 
yang memerlukan pengaturan, maka hukum lebih banyak ber­
fungsi sebagai sarana pembaharu, oleh karena ada kecenderung­
an yang kuat bahwa dalam hal ini pengaturan oleh hukum ditu­
jukan untuk membentuk kesadaran hukum. 

C_ Pada masyarakat I:1donesia yang relatif rnajeJ.uk secara s trukturil, 
sosial dan kulturil, pengaturan aspek netra! atau universil dan proses 
interaksi sosia! dengan mempergunakan hukum sebagai sarami seyogia­
nya ditangani terlebih dahulu. oleh karena ada kecenderungan kuat 
bahwa sifatnya umum dan tekanannya diletakkan pad a segi keter­
tiban. 

D. Tercapainya tujuan hukum, yaitu untuk mendptakan keserasian anta­
ra ketertiban dengan ketenterarnan, akan tercapai antara lain apa,bila 
ada kecenderungan yang kuat dan kenyataan bahwa hukum tersebut 
dipatuhl oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat dan pemimpin­
pemimpinnya. 

E. Tinggi rer.dahnya derajat kepatuhan terhadap hukum positif tertulis. 
antara lam ditentukan oleh taraf kesadaran hukum yang didasarl:an 
pada faktor-faktor sebagai berikut : 

I. pengetahuan ten tang peraturan 
2. peng~t~huan tentang isi peraturan 
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3. sikap terhadap peraturan 
4. perikelakuan yang sesuai dengan peraturan. 

F. Taraf pengetahuan terhadap peraturan tidak berpengaruh terhadap 
tinggi-rendahnya kesadaran hukum, akan tetapi taraf pengetahuan 
yang tinggi tentang peraturan akan lebih menyempurnakan taraf ke­
sadaran hukum. 

G. Oleh karena pengetahuan tentang isi peraturan dipengaruhi oleh 
proses intemalisasi dan imitasi yang ditentuk(ln pula oleh faktor usia, 
tingkat pendidikan dan jangka waktu tinggal di suatu tempat dim ana 
peraturan tadi berlaku, maka taraf pengetahuan ten tang isi peraturan 
mempengaruhi sikap terhadap peraturan dan taraf kesesuaian antara 
perikelakuiiii de!!gan peraturan. 

H. Pengetahuan tentang isi peraturan yang relatif tinggi, sikap yang 
positif terhadap peraturan dan perik;:;bkuan yang sesuai dengan isi 
peraturan" menunjukkan adanya kesadaran hukli.J.:. yang relatif ting­
gi dalam bidang hukum tertentu. 

I. Tidak ada pengaruh yang positif maupun yang negatif dari derajat 
pengetahuan tentang peraturan terhadap taraf kepatuhan hukum, 
oleh karena pengetahuan ten tang peraturan tidak menentukan derajat 
kesadaran hukum. 

J. Sikap yans fundamentil terhadap peraturan cenderung unutk mempe­
ngaruhi taraf kepatuhan hukum, oleh karena s~kap tersebut antara lain 
terbentuk oleh proses pelem bagaan dan intemalisasi dari peraturan 
yang bersangkutan. 

K. Pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan merupakan kriterium 
pokok akan adanya kepatuhan hukum, oleh karena perikelakuan de­
mikian menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat bahwa pera­
turan terse but telah ~enga1ami proses intemalisasi yang mernbukti­
kan adanya persesuaian antara peraturan dengan nilai-nilai yang ber­
laku. 

L. Hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum mem­
punyai kecenderungan yang kuat untuk tidak dapat dibuktikan.secara 
eksak. oleh karena perikelakuan hukum tidak lah semata-mata didasar­
kan pada tinggi-rendahnya frekuensi perbuatan, akan tetapi juga 
senantiasa ditentukan oleh dasar perbuatan tadi, yaitu "opinio neces­
sitatis", bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan, da:l bahwa 
tujuannya adalah untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan 
ketentraman demi keadilan . 

. M. Untuk memperoleh data perihal hukum yang hidup dalam kaitannya 
dengan hukum positif tertulis, diperlukan penggunaan rnetode-rne-

, I 

! . 
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tode sosiologis untuk menggali da~ mengungkapkan kebenaran-ke­
henaran dalam masyarakat yang bersifat empiris, oleh karen a ilmu 
hukum sebagai "norrnwissenschaft" tidak diperlengkapi dengan sa­
ran ilmiah untuk menggali dan mengungkapkan kenyataan-kenyataan 
empiris. - --
Data sosial yang diperoJeh dengan penggunaan metode-metodt; sosio­
logis harus dianalisa secara yuridis, oleh kar~na hukum yang fungsionil 
adalah hukum yang adil, sedangkan rasa keadilan tersebut didasarkan 
pad a rasa susila dan ratio man usia. 

O . Dida!am peneterapan hukum positif tertulis. penafsiran seeara sosiolo­
gis adalah penting untuk memperkecil perbedaan-perbedaan yang 
mungkin ada antara rasa keadilan pembentuk hukum dan penegak hu­
kum dengan rasa keadila~ pemhentuk hukum dan penegak hukum de­
ngan rasa keadilan warga·warga masyarakat. 

tarip iklan BDIUM don 

PEMBANGDNAN 
Kulit luar belakang satu halaman 
Kulit luar belakang setengah halaman 
Kulit dalam belakang satu halaman 
Kulit dalam belakang setengah halaman 
Satu halaman dalam 
Setengah halaman dalam 
Sepertiga halaman dalam 
Seperempat halaman dalam 

Rp.150.000. 
Rp. 75.000. 
Rp.125.000. 
Rp. 65.000. 
J<.p.100.000. 
Rp. 50.000. 
Rp. 35.000. 
Rp. 30.000. 

~ Majalah ini berukuran 14\> X 23 em. 
~ Dalam tarip tersebut, belum termasuk P .Pn. 5%. 
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